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ABSTRAK:k 

Perkawinann merupakann dasarr terwujudnyaa pertaliann darahh (keturunann) dann 

secaraa hukumm hall inii melahirkann hakk dann kewajibann dii antaraa merekaa yangg 

termasukk dalamm lingkungann keturunann ituu. Suatuu perkawinann yangg sahh akann 

melahirkann keturunann-keturunann  anakk yangg sahh pulaa. Dengann demikiann, makaa 

sahh atauu tidaknyaa statuss seorangg anakk dann jugaa hubungann hukumm seorangg 

anakk dengann orangg tuanyaa sangatt tergantungg darii keabsahann perkawinann orangg 

tuanya. Menurutt Hukumm Islamm, anakk luarr kawinn hanyaa mempunyai hubungann 

nasabb hanya dengann ibuu yangg melahirkannyaa dann keluargaa ibunyaa sehinggaa 

tidakk berhakk atas hak wariss, hakk nafkahh dengann ayahh biologisnyaa dan ayahh 

biologisnya tidak mempunyaii hakk untukk menjadii walii nikahh. Semuaa madzhabb 

yangg empatt (Madzhabb Hanafii, Malikiyy, Syafi’Ii dann Hambalii) telahh sepakatt 

bahwaa anakk hasil zinaa ituu tidakk memilikii nasabb darii pihakk laki-lakii, dalamm artii 

diaa ituu tidakk memilikii bapakk, meskipunn sii lakii-lakii yangg menzinahinyaa dann 

yangg menaburkan benihh ituu mengakuu bahwaa diaa ituu anaknyaa. Pengakuan inii tidak 

dianggapp. Kompilasii Hukumm Islamm tidakk mengenall istilahh “anakk zinaa” tetapi 

mengenall istilah “anakk yangg lahirr diluarr perkawinann” yangg statusnyaa samaa 

dengann anakk hasil hubungann suamii isterii antaraa laki-lakii dann perempuann yangg 

tidakk terikatt tali perkawinann yangg sahh, yangg meliputii anakk yangg lahirr darii 

wanitaa yangg tidak mempunyaii ikatann perkawinann yangg sahh dengann priaa yangg 

menghamilinyaa, atauu anakk syubhatt kecualii diakuii olehh bapakk syubhatnyaa. 

Kedudukann anakk luarr kawinn menurutt KUHP Perdataa anakk luarr kawinn hanyaa 

mempunyaii hubungann hukumm dengann orangg tuaa yangg mengakuinyaa sajaa. 

Dengann demikiann, anakk luarr kawin tidakk mempunyaii hubungann perdataa dengann 

orangg tuaa yangg tidakk mengakui sehinggaa tidakk berhakk atass hakk wariss, hakk 

nafkahh dann perwalian. 
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A.PENDAHULUANn 

Manusiaa yangg berimann dann beramall sholehh merupakann makhlukk Allahh 

SWT yangg tinggii derajatnyaa diantaraa makhlukk yangg lainnyaa sekaliguss sebagaii 

khalifahh dimukaa bumii inii. Dalamm dirii manusiaa dianugerahii akall dann pikirann serta 

perasaan dalamm hatinyaa yangg membedakann dengann makhlukk lainnyaa. Namun 

manusia pun memilikii gharizahh (insting) dann nafsuu layaknyaa hewan. Untuk 

kelangsungann hidupnyaa, manusiaa haruss memenuhii berbagaii 

kebutuhann yangg adaa dalamm dirinyaa. Mulaii darii makann, pakaiann, tempatt tinggall 

dann takk terkecualii kebutuhann biologis. 

Hasratt untukk memenuhii kebutuhann biologiss inii merupakann fitrahh manusia 

yangg sangatt kuatt. Diperlukann tempatt untukk menyalurkannyaa dann perisaii yangg 

kokohh untukk membentengii dirii agarr tidakk lepass kendalii dalamm memenuhii 

hasratnyaa sehinggaa tidakk  menjatuhkann derajatt manusiaa kepadaa derajatt binatangg 

dan menghancurkann dirinyaa dann          masyarakat. 

Islamm sebagaii rahmatann lil’alaminn memfasilitasii manusiaa agarr menyalurkan 

hasratt biologisnyaa dalamm bingkaii pernikahann. Membukaa jalann keharamann menuju 

kehalalann dalamm  naungann ridaa Ilahi. Namunn tetapp sajaa padaa kenyataannyaa 

manusiaa yangg lemahh imannyaa seringkalii tidakk dapatt menahann gejolakk nafsuu 

yang sangatt kuatt dann mengebuu-gebuu dalamm dirinyaa yangg memohonn untukk 

dipenuhii sehinggaa takk jarangg manusiaa terjatuhh kedalamm lembahh perzinaann. Hall 

inii tentu bertentangann dengann ajarann agama Islamm yangg dengann secara tegas 

melarang perbuatann zinaa yangg merupakann perbuatann kejii dann menyalahii hukumm. 

Dampakk perbuatann zinaa akann terasaa ketikaa si wanitaa yangg berzinaa itu 

hamil. Kehamilann yangg tidakt dapatt ditutupp-tutupii tentuu sajaa akann menimbulkann 

stigma negatiff darii masyarakat. Karena itu, si priaa yangg menzinainyaa akann dituntutt 

untuk bertanggungjawabb atass  perbuatann yangg telahh dilakukannyaa 

Kawinn hamill menjadii salahh caraa untukk menutupii rasaa maluu keluargaa si 

wanita, baikk dikawinii olehh priaa yangg menzinainyaa ataupunn priaa lainn untuk 

mengawinii wanitaa tersebutt karenaa priaa yangg menzinainyaa tidakk bertanggungg 

jawab 

 
Rasulullahh SAW Bersabda yang artinya: 

 



 “sesungguhnyaa seorangg laki-lakii mengawinii seorangg wanitaa, ketikaa 

iamencampurinyaa, iaa mendapatkannyaa dalamm keadaann hamill. Laluu diaa laporkann 

kepadaa Nabii SAW. Kemudiann Nabii menceraikann keduanyaa dann memberikann 

kepadaa wanitaa ituu maskawinn, kemudiann dideraa (dicambukk) sebanyakk seratuss kalii” 

 

Namunn timbull pertanyaann ketikaa si wanitaa telah dinikahii, yaituu mengenaii status 

hukumm anakk yangg dilahirkannyaa ituu. Apakahh dianggapp sahh atauu tetapp dianggap 

sebagaii anakk  kdiluarr nikahh (anak zina)? 

 

Haditss riwayatt Ibnuu Umarr, bahwaa Rasulullahh SAW yang artinya: 

“seorangg lakii-lakii yangg me-li’an istrinyaa padaa zamann Nabii Muhammadd 

SAW,  dann menafikann anakk yangg lahirr darii rahimi istrinyaa tersebutt. Nabii 

Muhammad SAW menceraikann keduanyaa dann mempertemukann nasabb anaknyaa 

kepadaa ibunyaa”. (HR. Al-Bukharii dann Abuu Daudd). 

Dengann demikiann, Islamn memandangg bahwaa anakk zinaa diluarr 
perkawinann yang sah, makaa anakk tersebutt dianggapp sebagaii anakk tidakk sahh dann 

hanyaa bernasabb kepadaa ibunyaa saja. 

Hall inii sejalann dengann Pasal 100 Kompilasii hukumm Islamm menjelaskan 

bahwaa Anakk  yangg lahir dii luar  perkawinann hanyaa  mempunyaii hubungann 
nasab dengan ibunyaa dan 

keluargaa ibunyaa. Dann Pasal 43 Undangg-undangg nomorr 1 tahun 1974 ayat 1: “Anakk 

yangg dilahirkann dii luarr perkawinann hanyaa mempunyaii hubungann perdataa dengann 

ibunyaa dann keluargaa ibunya.” 

Namun, hall inii tidakk sejalann dengann aturann yangg berlakuu di Indonesia yang 

dinyatakann dalamm  pasall 42 Undangg-undangg nomorr 1 tahun 1974 bahwaa 

“Anakk yang sahh adalahh anakk yangg dilahirkann dalamn atauu sebagaii akibat 

perkawinann yangg sah.” 

Dann pasall 99 Kompilasii Hukumm Islamm menyatakann bahwa: 

“anakk yangg sahh adalahh: (a) anakk yangg dilahirkann dalam atau akibatt 

perkawinann yang   sah”. (b) hasill pembuahann suamii istrii yangg sahh diluarr 

rahimm dann dilahirkann olehh istrii tersebutt” 

Dalamm pasall 250 Burgerlijkk Wetboek Bagiann kee satuu tentangg anak-anakk, 

menyatakan: 
“tiapp-tiap anak yangg dilahirkann atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, 

memperolehh sii suamii sebagaii bapaknya”. 

Dapatt disimpulkann bahwaa Undang-undangg Perkawinann dann Kompilasii 
Hukumm Islamm sejalann dengann hukumm perdataa baratt yangg menganggapp anakk sahh 

adalahh anakk yangg lahirr dalamm  perkawinann yangg sahh meskipunn pembuahann telah 

terjadii sebelumm terjadinyaa akadd nikahh sebagaii sebabb kehamilan. 

Hall inii jelass bahwaa hukumm positiff Indonesiaa dalamm menetapkann status 

hukumm anakk tidakk menghiraukann terjadinyaa konsepsii sii anakk dalamm rahim. Jadi, 

anakk yangg konsepsinyaa diluarr nikahh (anakk hasill zina), laluu lahirr dalamm 

perkawinan yangg sah, makaa statusnyaa sebagai anakk sah. Ketentuann inii tentuu 

berbedaa dengann Fikihh Islam. Samaa halnyaa dengann konsepsii anakk yangg lahirr 

dalamm pernikahann yang sahh menurutt agamaa, namunn tidakt dicatatt dii pejabatt yangg 

berwenang, diaa jugaa termasukk anakk yangg tidakk sahh. Begitulahh pandangann hukumm 



positif. 

B.Metodee Peneltiann 

 

Penelitiann inii merupakann penelitiann kepustakaan (library research) 

menggunakan metodee penelitiann kualitatiff dengann caraa deskriptif, dengan 

memfokuskann pembahasan n   penelitiann tentangg statuss hukumm anakk dii luarr nikahh 

dalamm perspektiff fikihh Islamm dann hukumm positiff Indonesia. Penelitiann inii 

dipandang relevan dengan menggunakann metode kualitatif karenaa memenuhii 

karakteristikk penelitiann kualitatiff, terutamaa dalamm hall pengungkapann dataa secaraa 

mendalam. 

 
C.Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam Kamus Lengkap bahasa Indonesia, anakk adalah keturunan dari ayah dan 
ibu. Anak adalahh keturunan keduaa sebagaii hasil dari hubungann antaraa pria dan wanita 

(Kamus Umum Bahasaa Indonesia). Sedangkann menurut M.Nasir Djamil, dalamm Islam 

anak adalah “anak yangg dilahirkan yang terciptaa melalui ciptaan Allah dengann 

perkawinan seorang laki- laki dan seorang perempuan”. Anakk adalah salah satu dari tiga 

hal yang tidak terputus pahalanyaa bagii kedua orang tua yang telahh meninggal dunia, 

sebagaimanaa hadits Nabi SAW 

Artinya: 

Dari Abi Hurairahh bahwaa Rasulullah SAW telahh bersabda: “Apabilaa seseorang telah 

mati, makaa putuslahh darii segalaa amalnya, kecualii dari tigaa hal, yaitu: shadaqahh 

jariyah, ilmuu yangg bermanfaatt atauu anakk salehh yangg mendo’akannya”. (HR. 

Muslim) 

Dalam Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dikutip oleh M. 

Nasirr Djamil, anakk adalah “amanahh dann karuniaa Tuhann Yangg Mahaa Esa, yangg 

didalamm dirinya  melekatt harkatt dann martabatt sebagaii manusiaa seutuhnya”. 

Undang-undangg nomorr 4 Tahun 1979 menyatakann bahwaa anakk adalahh 

seseorangg yang belumm mencapaii umur 21 (dua puluh satu) tahunn dann belumm pernah 

kawin. Undang-undang Nomorr 25 Tahun 1997 bahwaa anakk adalah “orangg laki-lakii 

atauu wanitaa yangg berumurr kurang  darii 15 (lima belas) tahun”. 

Anakk adalahh setiapp manusiaa yangg berusiaa dibawahh 18 (delapan belas) 

tahunn dann belumm menikah, termasukk anakk yangg masihh dalamm kandungann 

apabilaa hall tersebut adalahh demii kepentingannyaa (UU Nomor 39 Tahun 1999). Anakk 

adalahh seseorangg yangg belumm berusiaa 18 (delapan belass) tahunn, termasukk anakk 

yangg masihh dalamm kandungann (UU Nomor 23 Tahunn 2002 dann UU Nomor 21 

Tahunn 2007). 

1. Anakk Sahh 
Dalamm Fikihh Islam, anak yangg sah adalahh anakk yangg lahirr olehh sebabb dan 

didalamm perkawinann yang sah. Seorangg anakk dapatt dikatakann sah memilikii 

hubungann nasabb dengann ayahnyaa jikaa terlahir darii perkawinann sah. Anak sahh 

dimulaii sejakk terjadinyaa konsepsii ovum  oleh spermaa yangg terjadii padaa rahimm 

wanitaa calonn ibuu dann konsepsii inii haruslahh terjadii didalamm perkawinann yang sah. 

Jika konsepsii ini terjadii sebelum/tidak dalamm perkawinann yangg sahh, makaa 

dikategorikann sebagaii anakk zina. Firmann Allahh SWT: 

Terjemahnyaa: 



“Allahh menjadikann bagii kamuu isteri-isterii darii jenis kamuu sendirii dann menjadikan 

bagimuu darii isteri-isterii kamuu itu, anak-anakk dann cucu-cucu, dann memberimuu rezki 

dari yang baik-baik. Maka mengapakahh mereka beriman kepada yang bathil dan 

mengingkarii nikmatt Allahh?" (QS. An-Nahl: 72). 

Anakk sahh adalahh anakk yangg dilahirkann ketikaa keduaa orangg tuanyaa terikat 

dalamm suatu  perkawinann yangg sah. Pasall 42 Undang-undangg Perkawinann Nomor 1 

Tahun 1974 

menyatakann bahwaa: “Anakk Sahh adalahh anakk yangg dilahirkann dalamm atauu akibat 

darii perkawinann yangg sah”. Pasal 99 KHI Menyatakann bahwa: “anakk yangg sahh 

adalahh: (a). Anakk  yangg dilahirkann akibatt perkawinann yangg sah; (b). Hasill 

pembuahann suamii isterii yangg dii luar rahimm dann dilahirkann olehh isterii tersebut
2
 

Pasal 250 BW tentang anak-anak sah: “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau 

ditumbuhkann sepanjangg perkawinann, memperolehh sii suamii sebagaii bapaknya”. 

Seorangg anakk  yangg sahh adalahh anakk yangg dianggapp lahirr darii perkawinann yang 

sah antaraa ayahh dann ibunyaa.  Anak Sahh dapatt terjadii dalamm perkawinann yangg 

bubar, apabilaa si anakk lahir manakalaa perkawinann bubarr. Dalamm Hukumm Positif, 

keturunann yangg sahh didasarkann atass adanya   perkawinann yangg sah, dann anak-anakk 

yangg lahirr ituu disebutt anakk sah. 

 

2. Anakk diluarr nikahh 
 
Anakk luarr kawinn adalahh anakk yangg dilahirkann dii luarr pernikahann dann 

hanyaa memiliki hubungann keperdataann dengann ibunyaa saja. Menurutt Fikihh Islam, 

Anakk yangg tidakk sahh adalahh  anakk yangg lahirr diluarr perkawinann yangg sah. 

Dalamm Hukumm Positif, keturunann yangg tidakk sahh adalahh keturunan yang 

tidak didasarkann atass suatuu perkawinann yangg sah, anaknyaa disebutt anakk luarr 

kawin. Riduan Syahranii dalamm bukunya “Selukk Belukk dan Asas-asas Hukumm 

Perdata” menyatakann bahwaa anakk yangg dilahirkann diluarr perkawinann yangg sahh 

adalahh bukann anakk yangg sah , sehinggaa membawaa konsekuensii dalamm bidangg 

pewarisan. Sebabb anak yangg dilahirkann diluarr perkawinann hanyaa mempunyaii 

hubungann perdataa dengann ibunyaa dann keluargaa ibunya. 

Kompilasii Hukumm Islamm Pasal 100: “anakk yangg lahirr di luarr perkawinann 

hanyaa mempunyaii hubungann nasabb dengann ibunyaa dann keluargaa ibunya”. Undang-

undangg Perkawinann Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 (1): “anakk yangg dilahirkann diluarr 

perkawinann hanyaa mempunyaii hubungann perdata dengann ibunyaa dan keluarga 

ibunya.” Burgerlijk Wetboek (BW) Pasal 251: “sahnyaa anakk yangg dilahirkann sebelum 

harii ke 180 darii perkawinan, dapatt diingkarii olehh suami”. Pasall 255 BW: “anak yangg 

dilahirkann 300 harii setelahh bubarnyaa perkawinann adalahh tidakk sah”. 

Dapatt disimpulkann bahwaa anakk diluarr nikahh adalahh anakk yangg lahirr darii 

hasil hubungann kelaminn di luarr nikahh atauu anakk yangg tidakk dilahirkann dalamm 

atau sebagaii akibatt darii perkawinann yangg sahh antaraa ibuu bapaknya. 

3. Anakk zinaa 
 
Anakk zinaa adalahk anakk yangg dilahirkann diluarr perkawinann yangg sahh dan 

ia hanya memilikii hubungann nasabb dengann ibunya. Paraa Ulamaa ada yangg 

mendefinisikann anakk zinaa sebagaii kontraa anakk yangg sahh, yaitu : “anakk zinaa 

adalahh anakk yangg dilahirkank ibunyaa darii hubungann yangg tidakk sah”. Anakk zinaa 



adalahh anakk yangg dilahirkank ibunyaa darii hubungann yangg tidakk sah. Anakk zinaa 

menurutt pandangann Islamm adalahh sucii darii segalaa dosaa, karemaa 

kesalahann ituu tidak dapat ditujukann kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua 
orangtuanyaa  (yangg tidakk sahh menurutt hukumm). Firmann Allahh SWT :

Terjemahnyaa: 
(yaitu) bahwasanyaa seorangg yangg berdosaa tidakk akann memikull dosaa orangg lain” 

(Q.S.An Najmm: 38) 
Haditss Nabi SAW:  

Artinyaa: “tidakk setiapp anakk dilahirkann kecualii sucii bersihh (menurut fitrah)”. (HR. 
Bukharii). 

Menurutt Undangg-undangg Perkawinan Pasal 44 (1) seorangg suamii dapatt menyangkal 

sahnyaa anakk yangg dilahirkann olehh istrinya, bilamanaa iaa dapatt membuktikann 

bahwa istrinyaa telahh berzinaa dann anakk ituu akibatt perzinaann tersebut. 

Menurutt Burgerlijk Wetboek Pasal 283 : “Anakk yangg dilahirkann karenaa 

perzinaan atauu penodaann darahh (incest, sumbang), tidakk bolehh diakuii tanpaa 

mengurangii ketentuann Pasal 273 mengenaii anakk penodaann darahh. Menurutt Kompilasii 

Hukumm Islamm Pasall 100 “Anakk yangg   glahirr di luarr perkawinann hanyaa mempunyaii 

hubungann nasabb dengann ibunyaa dann keluargaa ibunya. 

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudkan dengan anak zina dalam 

pembahasann inii adalahh anakk yangg janinn atauu pembuahannyaa merupakann akibatt 

dari perbuatann zinaa, ataupunn anakk yangg dilahirkann diluarr perkawinan, sebagaii 

akibatt dari perbuatann zina. 

4. Anakk Nikahh Sirrii 
Adalahh Anakk yangg lahirr dalamm perkawinann yangg sah, namunn tidak 

dicatatkann dii pejabatt yangg berwenang. Pasal 2 UUP (1) Perkawinann adalahh sahh 

apabila dilakukann menurut  thukumm masing-masingg agamaa dann kepercayaannyaa itu. 

(2) Tiap-tiapp perkawinann dicatatt menurutt peraturann perundang-undangann yangg 

berlaku. 

Padaa dasarnyaa anakk nikahh sirrii adalahh sahh karenaa lahirr dalamm 
perkawinan yangg sahh secaraa agamaa (syaratt dann rukunn pernikahann terpenuhi) . Hall 

inii sesuai dengann Pasal 2 ayat 1  yangg berbunyi : “Perkawinann adalahh sahh apabilaa 

dilakukan menurutt hukumm masing-masingg agamaa dann kepercayaannyaa itu.” 
 

 

Keduaa, anakk yangg dibuahii dann dilahirkann di luarr pernikahann yangg 

sah. Statuss anakk dii luarr nikahh dalamm kategorii keduaa disamakann statusnyaa 

dengan anakk zinaa dann anak li’an. Anakk yangg lahirr dalamm kategorii inii 

memilikii akibat hukumm: 

1. Tidak memiliki hubungan nasab dengann ayahnya, melainkan mempunyai 
hubungann nasabb dengann ibunyaa. Ayahnyaa tidakk adaa kewajibann 
memberi nafkahh kepadaa anakk tersebutt, namunn secaraa biologiss adalahh 
anaknya. Jadii hubungann yang gg timbull hanyalahh secaraa manusiawii, bukann 
secaraa hukum. 

2. Tidakk salingg mewarisi hartaa dengan ayahnya, karena hubungan nasab 
merupakann salahh satuu penyebabb mendapatt warisan. 

3. Ayahh tidakk dapatt menjadii walii bagii anakk dii luarr nikahh. Apabilaa anakk di 
luarr nikahh  hkebetulann seorangg perempuann dann sudahh dewasaa laluu 



akann menikahh, makaa iaa tidakk  kberhakk dinikahkann olehh ayahh 
biologisnyaa. 

 
             D.Statuss Anakk di Luark Nikahh  

 

 dalamm Fikihh Secaraa istilahh anakk yangg sahh adalahh anakk yangg 
lahirr darii pernikahann yangg sahh antaraa seorangg laki-lakii dann seorangg 

perempuann. Sahnyaa seorangg anakk akann menentuu kan hubungann nasabb 

dengann seorang laki-lakii yangg menjadii ayahnyaa. Nasabb hanyaa dapatt 

terjadii dann diperolehh dengann tigaa cara, yaituu melaluii pernikahann yangg 

sahh, melaluii pernikahann yangg fasid, dann melaluii hubungann badann secaraa 

syubhat. Menurutt Muhammadd Abu Zahrah, seorangg anakk dapatt dikatakann 

sah dann dapatt dinasabkann kepadaa orangg tuanyaa haruss memenuhii tiga 

syarat, yaitu minimal kelahiran anak enambulan dari pernikahan, adanyaa 

hubungann seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah. Dalamm 

terminologii fikihh tidakk ditemukann istilah “anakk dii luarr nikah”. Ulamaa 

fikihh menggunakann istilahh anakk yangg dilahirkann dii luarr perkawinann 

dengann anakk zinaa. Anakk zinaa adalahh anakk yangg dilahirkann sebagaii 

akibatt darii hubungann tidakk halall. Hubungann tidakk halall yaituu hubungann 

badann antaraa duaa orangg yangg tidakk terikatt talii perkawinann dann tidakk 

memenuhii syaratt dann rukunnya. Anak dii luarr nikahh dapatt dibagii menjadii 

duaa macamm. Pertamaa, anakk yangg dibuahii tidakk dalamm pernikahann 

yang sah, namunn dilahirkann dalamm pernikahann yangg sah. Menurutt imamm 

Malikk dann Syafi’ii, anakk yangk lahirr setelahh enamm bulann darii 

pernikahann ibuu dann ayahnya, anak ituu dinasabkann kepadaa ayahnya. Jika 

anak itu dilahirkann sebelumm enam bulan, makaa anakk ituu dinasabkann 

kepadaa ibunyaa. Berbedaa dengann pendapatt imamm Abuu Hanifahh bahwaa 

anakk dii luarr nikahh tetapp dinasabkann kepadaa ayahnyaa sebagaii anakk 

yangg sah. 

 

E.Statuss Anakk dii Luarr Nikahh dalamm Hukumm Positiff Indonesiaa 

Setelahh kemerdekaan, Indonesia masih mengadopsi hukum perdata 

peninggalann Belandaa, sebelumm mempunyaii Undangg-Undangg Perkawinann 

sendirii. Dalamm hukumm perdataa Burgerlijkk Wetboek (BW), statuss anakk dibagii 

menjadii duaa: 

4. Anak sah (echte kinderen), yaituu anak-anakk yangg tumbuh atau dilahirkan 
sepanjangg  pernikahann ayahh dann ibunya. 

5. Anakk tidakk sahh atauu anakk luarr nikahh atauu anakk alami (onwettige, 
onechtee, natuurlijkw kinderen), dibedakann menjadii dua: 
a. Anakk luarr nikahh yangg bukann darii hasill perselingkuhann (overspelig) 

atau sumbangg (bloedschennis) 
b.  Anak zinaa (overspelig kinderen) dann sumbangg (bloedd schennigee 

kinderen) Secaraa terperincii adaa tigaa statuss hukumm atauu kedudukann 
anakk luarr nikah  

1. Anakk luarr nikahh tidakk memilikii hubungann keperdataann baikk dengann ibu 
yangg melahirkannyaa maupunn dengann laki-lakii yangg menghamilii ibunya, 



apabilaa keduanyaa belumn atauu tidakk mengakuinya. 
2. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang 

melahirkannyaa, apabilaa mengakuinya. Atauu dengann lakii-lakii yang 
menghamilii ibunyaa yangg mengakuinyaa, atauu dengann keduanyaa yangg 
telahh mengakuinyaa. 

3. Anakk luarr nikahh menjadii anakk sahh, yaknii anakk luarr nikahh yangg diakuii 
olehh ibuu yangg melahirkannyaa dann ayahh yangg membenihkannyaa dann 
diikutii olehh pernikahann  nmereka. 

Sementaraa statuss anakk tidakk sahh atauu anakk yangg dilahirkann dii luar 

pernikahann yangg sahh memilikii hubungann perdataa dengann ibunyaa dann 

keluargaa ibunyaa. Pasall 43 ayatt (1) menjelaskann kriteriaa anakk yangk tidakk sah: 

1. Anak yangg dilahirkann olehh wanitaa yangg tidakk mempunyai ikatan 
pernikahann yang sahh dengann priaa yangg menghamilinya. 

2. Anak yangg dilahirkan oleh wanita yangg kehamilannya akibatt korban 
perkosaan olehh satuu orangg priaa atauu lebih. 

3. Anakk yangg dilahirkann olehh wanitaa yangg di li’an (diingkarii) olehh suaminya. 
4. Anakk yangg dilahirkann olehh wanitaa yangg kehamilannyaa akibatt salah 

orangg (salah sangkaa) disangkaa suaminyaa ternyataa bukan. 
5. Anakk yangg dilahirkann olehh wanitaa yangg kehamilannyaa akibat 

pernikahan yangg diharamkann sepertii menikahh dengann saudaraa kandung 
atauu sepersusuan. 

Aturann lainnyaa adalahh Kompilasii Hukumm Islamm tidakk menentukan 

secaraa khususs dann pastii tentangg pengelompokann jeniss anaka. Hanyaa 
dijelaskan tentangg kriteria anakk sahh (anakk yangg dilahirkann dalamm ikatann 

pernikahann yang sahh). Sedangkann statuss nasabb anakk yangg lahirr bukann 

melaluii pernikahann sahh dinasabkann kepadaa ibunyaa dann keluargaa ibunyaa. 

Pasall lainnyaa dijelaskann juga tentangg statuss anakk darii pernikahann seorangg 

laki-lakii dengann perempuann yangg dihamilinyaa sebelumm pernikahann. 

Sebagaimanaa yangg tercantumm padaa Pasall 53 ayatt (3) Kompilasii Hukumm Islam: 

“Dengann dilangsungkannyaa pernikahann padaa saatt wanitaa hamil, tidakk 

diperlukann pernikahann setelahh anakk yangg dikandungg lahir” 

Begituu jugaa dalamm Pasal 75 huruff (b) Kompilasii Hukumm Islam 

dijelaskan tentangg status anak darii pernikahann yangg dibatalkann berbunyi: 

“Keputusann pembatalan nn pernikahann tidakt berlakuu surutt terhadapp anak-anakk 

yangg dilahirkann darii pernikahann tersebut” 

 

Pengakuann anakk luarr nikahh bisaa dilakukann bilamanaa anakk luarr 

nikahh yangg dimaksudd adalahh akibatt adanyaa hubungann seorangg laki-laki dan 

perempuann yangg   statusnyaa adalahh: 

1. Keduaa pihakk masihh lajangg (tidakk dalamm ikatann pernikahann yangg sah) 
2. Keduaa pihakk sudahh melakukann pernikahan, tetapii lalaii mengakuii anak 

luarr nikahnya, makaa atass suratt pengesahann darii Presiden, pengakuan 
dapatt dilakukan. 

3. Akibatt Perkosaan. 

Berbedaa dengann BW, statuss anakk dalamm Undang-Undangg Nomor 1 



Tahun 1974    tentangg Perkawinann adaa duaa, yaituu anakk sahh dann anakk tidakk sah 

(luar nikah). Statuss anak sahh tercantumm dalamm Pasall 42 Bab IX Undangg-

Undangg Nomor 1 Tahunn 1974 dijelaskann anakk yangg sahh adalahh anakk yangg 

dilahirkann dann atauu sebagaii akibatt pernikahann yangg sah . Pasall menegaskann 

statuss anakk yangg sahaa adalahh: 

1. Anakk yangg dilahirkann olehh wanitaa akibatt suatuu pernikahann yangg sah. 
2. Anakk yangg dilahirkann oleh wanitaa di dalamm ikatann pernikahann dengan 

tenggangg waktuu minimall 6 (enam) bulann antaraa peristiwaa pernikahan 
dengann melahirkann bayi. 

Anakk yangg dilahirkann olehh wanitaa dii dalamm ikatann pernikahann yang 

waktunyaa kurangg darii kebiasaann kehamilann, tetapii tidakk diingkarii 

kelahirannyaa olehh suami. 

Sedangkann dalamm Pasal 162 Kompilasii Hukumm Islamm dijelaskann 

satuss anak li’an, sebagaii akibatt pengingkarann suamii terhadapp janinn dan/atauu 

anakk yangg dilahirkann  isterinyaa). Dengan demikian, jelas bahwa

 Kompilasi Hukum Islam tidak   

mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab 

tertentu, sebagaimanaa pengklasifikasiann dalamm Undang-Undangg Nomor 1 Tahun 

1974.  

 
 

 

 

 

 



F.KESIMPULANn 

1. Perkawinann merupakann dasarr terwujudnyaa pertaliann darahh (keturunan) dan secaraa 

hukumm hall ini melahirkann hakk dann kewajibann di antaraa merekaa yang termasukk 

dalamm lingkungann keturunann itu. Suatuu perkawinann yang sahh akan melahirkann 

keturunann-keturunann anakk yang  sahh pula. Dengann demikiann, makaa sahh atauu 

tidaknyaa statuss seorangg anakk dann jugaa hubungann  hukumm seorangg anakk 

dengann orangg tuanyaa sangatt tergantungg darii keabsahann perkawinan orang tuanya. 

Menurutt Hukumm Islam, anakk luarr kawinn hanyaa mempunyaii hubungan nasab 

hanyaa dengann ibuu yangg melahirkannyaa dann keluargaa ibunyaa sehinggaa tidakk 

berhakk atass hakkk waris, hakk nafkahh dengann ayahh biologisnyaa dann ayahh 

biologisnyaa tidakk mempunyaiii hakk untukk menjadii walii nikah 

2. Kompilasii Hukumm Islamm tidakk mengenall istilah “anakk zina” tetapii mengenall 

istilah “anakk yangg lahir diluarr perkawinan” yang statusnyaa sama dengann anak hasil 

hubungann suami isterii antaraa laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali 

perkawinann yangg sah, yangg meliputi anakk yang lahir dari wanita yangg tidak 

mempunyaii ikatann perkawinann yangg sah dengann priaa yangg menghamilinyaa, atau 

anakk syubhatt kecualii diakuii olehh bapakk syubhat 
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